BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran
Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan
Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan
Efek!. Pasar Modal memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia
dilihat dalam 2 (dua) fungsi, yaitu pertama sebagai sarana pendanaan usaha
atau sebagai sarana bagi Perusahaan untuk mendapatkan dana dari
masyarakat Pemodal atau investor, dan kedua adalah Pasar Modal dapat
menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan.
Masyarakat dapat menempatkan dana yang dimiliki pada instrumen keuangan
tersebut sesuai dengan karakteristik dan profil risiko masing-masing
instrumen (high risk high return).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) pengertian Pasar
Modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan
permintaan atau merupakan aktivitas yang memperjualbelikan surat-surat

berharga.?

! Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM"), Pasal 1 angka 13
2 Tavinayati, Yulia Qamariyanti, Hukum Pasar Modal Di indonesia, edisi 1, cetakan kedua, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2013), him. 3.



Menurut John Downes, Pasar Modal adalah market where capital funds-
debt and ‘equity-are traded. Included are private placement sources of debt
and equity as well as organized markels and exchanges.’

Pasar Modal memiliki keunikan tersendiri dalam perkembangan bisnis di
Indonesia atas dasar asas utamanya yaitu high risk high return, dimana
investor yang akan menanamkan dana atau modalnya dalam instrumen Pasar
Modal harus memahami betul rencana investasinya dengan menilai sendiri
profil resiko diri, seperti melakukan uji tuntas atas pihak penerbit Efek, dan
Efeknya itu sendiri, dalam hal ini Efek berupa Ekuitas yaitu saham memiliki
resiko investasi lebih tinggi dibandingkan instrumen Efek lainnya, sehingga
investor sangat diharapkan untuk memegang prinsip “do not put your eggs
into one basket”. Dengan asas resiko tinggi di Pasar Modal, OJK selaku
pengawas segala kegiatan di Pasar Modal sebagaimana akan diuraikan pada
pembahasan berikutnya, mengatur kewajiban bagi semua Penerbit Efek untuk
melaksanakan prinsip full disclosure atau keterbukaan informasi, dengan
tujuan utama adalah memberikan perlindungan dan rasa aman bagi investor
khususnya selaku pemegang saham minoritas atau minority shareholders
untuk dapat menempatkan dananya dan berinvestasi di Pasar Modal.

Pendapatan dana dari masyarakat yang dibutuhkan oleh Perusahaan
(selanjutnya akan disebut dengan “Emiten”) sebagaimana telah disinggung
diatas akan digunakan untuk ekspansi usaha. dengan menerbitkan suatu Efek
khususnya dalam penelitian ini dibatasi Efek bersifat utang yaitu Obligasi

yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui skema Penawaran Umum

3 Ibid, him. 2.



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 8
Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM”), yaitu:
“Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan
oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata

cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan
pelaksanaannya .

Penulisan ini khususnya akan memfokuskan pada peranan Pasar Modal
bagi Emiten untuk mendapatkan sumber pendanaan dari pihak eksternal
melalui kegiatan Penawaran Umum Obligasi dan kaitannya dengan profesi
penunjang Pasar Modal yaitu Notaris dalam pembuatan Akta PPEE.
Pelaksanaan pengawasan kegiatan di Pasar Modal di Indonesia dilaksanakan
oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sejak tahun 2011 berdasarkan Undang-
undang®. OJK dalam struktur Pasar Modal menempati kedudukan tertinggi
sebagai Pengawas Pasar Modal dan merupakan lembaga independen dengan
fungsi, tugas dan wewenang untuk pengaturan, pengawasan dan pemeriksaan
serta penyidikan dibidang Pasar Modal berdasarkan Undang-undang No. 8
Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM”) dan Undang-undang No. 21
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”). Setiap Emiten
yang akan melakukan Penawaran Umum, wajib mengajukan Surat
Permohonan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK untuk mendapatkan
Efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana diatur dalam Peraturan
IX.A.2. tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum
(“Peraturan IX.A.2.”). Efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang dikeluarkan

oleh OJK, sangat diperlukan oleh Emiten dalam proses Penawaran Umum,

#Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“0JK").



karena dengan diterimanya surat tersebut, maka Emiten memiliki legalitas
yang sah untuk menawarkan Obligasi kepada masyarakat.

Demi tercapainya proses Penawaran Umum, Emiten sangat
membutuhkan peran dari pelaku Pasar Modal lainnya baik dari Perusahaan
Efek yang akan membantu menjamin penjualan saham kepada masyarakat,
maupun dari kategori Profesi Penunjang Pasar Modal khususnya Notaris’.
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat Akta Otentik
sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Dalam hal Penawaran Umum Obligasi,
salah satu peran Notaris adalah membuat Akta Perjanjian Penjaminan Emisi
Efek. Notaris selaku Profesi Penunjang Pasar Modal haruslah paham
mengenai Pasar Modal itu sendiri, dengan tujuan agar produk Akta yang
dibuat tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Atas dasar inilah melalui
POJK NO. 67/2017, OJK mewajibkan kepada Notaris untuk terlebih dahulu
terdaftar dengan tetap mengembangkan diri melalui pendidikan profesi
selaku Profesi Penunjang Pasar Modal. Tugas dan tanggung jawab Notaris
selaku Profesi Penunjang Pasar Modal bukan hanya terhadap keabsahan dan
keotentikan akta-akta yang dibuat, namun juga terhadap kebenaran informasi
yang dimuat dalam dokumen-dokumen terkait Penawaran Umum. Lebih
lanjut setiap Akta yang dibuat oleh Notaris harus selalu berpegang pada azaz
dan prinsip umum yang diamanatkan Undang-undang Jabatan Notaris, Kode

Etik dan Standar Profesi Notaris.

% Pasal 64 ayat (1) UUPM, mengatur bahwa Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:

a.

mopo o

Akuntan;

Konsultan Hukum;

Penilai;

Notaris; dan

Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.



Notaris adalah Pejabat Umum, yang diangkat dan diberhentikan oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”). Notaris sebagai
pejabat umum bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota
masyarakat yang memerlukan jasa dalam pembuatan alat bukti tertulis yang
sempurna, khususnya berupa pembuatan Akta. Perjanjian atau Kesepakatan
para pihak yang ingin mendapatkan kekuatan pembuktian yang sempura,
diaplikasikan dalam bentuk . Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis dibuat
dihadapan Notaris adalah untuk menjamin suatu kepastian hukum, serta
memenuhi hukum pembuktian yang kuat sebagai bagi para pihak yang
membuatnya. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi dasar hukum
pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Oleh sebab itu, dalam
menjalankan jabatannya, Notaris harus mengedepankan prinsip kehati-hatian,
dan dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas mengenai perjanjian agar
dapat mengakomodir kehendak para pihak dengan tetap tidak melanggar
ketentuan hukum yang ada. Dengan pengetahuan yang mendalam mengenai
perjanjian, Notaris dapat menanyakan kepada klien mengenai:®
1) Ruang lingkup mengenai perjanjian yang akan dibuat;

2) Data-data apa saja yang ada yang dimiliki oleh klien (para pihak),
demikian juga semua peraturan yang terkait dengan materi dan
substansi perjanjian tersebut;

3) Semua data, peraturan, semua yang terkait dengan ruang lingkup

perjanjian yang dimintakan untuk dibuat;

§ Mulyoto, Tehnik Cara Membuat Dan Hukum Perjanjian Yang Harus Dikuasai, (Yogyakarta:
Cakrawala Media, 2012), him.xiv.



4) Hak-hak dan kewajiban-kewajiban apa saja yang minta dirumuskan
dalam redaksi perjanjian.

Kekeliruan atas Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menyebabkan
tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang tersebut atas suatu
kewajiban. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya
harus senantiasa memenuhi ketentuan UUJN dan Kode Etik serta bertindak
dengan sangat hati-hati. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUIN ditentukan
bahwa Notaris berwenang membuat mengenai semua perbuatan, perjanjian
dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau
yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam
suatu , menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta,
memberikan Grosse Akta, Salinan dan Kutipan Akta. Semuanya itu
sepanjang pembuatan Akta tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada
pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain
kewenangan ini, berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UUJN ditentukan bahwa
Notaris juga memiliki kewenangan lainnya. Kewajiban Notaris dalam
menjalankan jabatannya diatur pada Pasal 16 UUJN, yaitu bertindak amanah,
jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang
terkait dalam perbautan hukum.

Telah diketahui bersama berdasarkan UUJN diatur bahwa dalam hal
Notaris yang karena suatu hal tidak dapat menjalankan jabatannya, akan
digantikan dengan Notaris Pengganti yaitu seorang yang untuk sementara

diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit



atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.’
Kedudukan Notaris Pengganti dianggap penting untuk menutupi kekosongan
hukum atas jabatan Notaris. Notaris Pengganti yang diangkat sesuai dengan
Surat Keputusan Majelis Pengawas Notaris adalah pegawai Notaris yang
bersangkutan yang telah direkomendasikan sebagai Notaris Pengganti,
mengingat syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti adalah
Warga Negara Indonesia yang berijazah Sarjana Hukum dan telah bekerja
sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut
saja®. Hal ini menimbulkan suatu permasalah hukum tersendiri dalam hal
Notaris Pengganti bertugas untuk menggantikan Notaris dalam menjalankan
tugas dan kewenang di Pasar Modal yang mana Notaris Pengganti tersebut
wajib terdaftar di OJK dan memenuhi persyaratan sebagai anggota Organisasi
Notaris di Indonesia serta Notaris yang dapat digantikan oleh Notaris
Pengganti dalam permohonan kepada OJK adalah yang sedang menjalankan
masa cuti minimal 1 (satu) tahun sebagaimana diatur dalam POJK 67/2017.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktorat Pengaturan Pasar
Modal (“DPPM”) dan Direktorat Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar
Modal (“DLPM”) dilingkungan Pengawas Pasar Modal — Otoritas Jasa
Keuangan (“selanjutnya dapat disebut OJK”), latar belakang diaturnya
ketentuan terdaftar bagi Notaris Pengganti dalam POJK 67/2017 adalah dari
dasar Pasal 1 angka 3 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris Pengganti

adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris. Berdasarkan

7 pasal 1 angka 3 UUIN.
& pasal 33 ayat (1) UUJN.



ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal (“UUPM?”), diatur bahwa untuk dapat melakukan kegiatan dibidang
Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal (dalam hal ini adalah Notaris)
wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam (sekarang OJK), lebih lanjut
UUPM tidak memberikan ketentuan spesifik mengenai pengaturan Notaris
Pengganti dalam hal melakukan kegiatan di Pasar Modal.

Ketentuan dan persyaratan sebagai Notaris Pengganti pada POJK
67/2017 tersebut diatas merupakan suatu persyaratan yang lebih ketat dan
menurut penulis kurang sesuai dengan ketentuan UUJN sehingga tidak
aplikatif diterapkan dalam kegiatan Pasar Modal karena Notaris Pengganti
bukanlah seorang Notaris (sesuai ketentuan UUJN yang telah lulus jenjang
strata dua kenotariatan, diangkat oleh Menteri dan merupakan Anggota
Organisasi Notaris) dan berdasarkan UUJN dimungkinkan bagi Notaris untuk
mengajukan cuti kurang dari 1 (satu) tahun yang tidak dapat terakomodir
dalam Pasal 22 ayat (1) POJK 67/2017. Selain itu, permasalahan hukum yang
ada di masyarakat lainnya adalah adanya ketentuan yang mengatur bahwa
Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal harus memiliki
pengetahuan yang komprehensif mengenai Pasar Modal itu sendiri. Sehingga
jika pelaksanaan jabatan tersebut digantikan oleh Notaris Pengganti yang
tidak memiliki pengetahuan di bidang Pasar Modal, dapat saja terjadi
kesalahan-kesalahan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau
ketidaktahuan, kurang pengalaman atau kurang jam terbang dan kurang
pengertian dari Notaris Pengganti mengenai karakteristik Pasar Modal. Atas

kebutuhan Notaris Pengganti dalam rangka menutupi kekosongan hukum bila



Notaris sedang berhalangan menjalankan jabatannya, terdapat contoh kasus
pelanggaran atas ketentuan POJK 67/2017 tersebut sebagaimana dapat kita
amati dalam proses Penawaran Umum Obligasi I PT Jakarta Lingkar
Baratsatu pada Tahun 2018 yang mana Dina Chozie, S.H. sebagai pengganti
dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan
Mejelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan No.
38/MPDN.JKT-SELATAN/CT/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 dan
berdasarkan Berita Acara Sumpah Notaris Pengganti No. W.10-AH.02.01-65
tanggal 28 Juni 2018, yang pada saat dibuatnya Akta tersebut tidak terdaftar
di OJK namun telah membuat Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018 No. 7 tanggal 4 Juli 2018
sebagaimana diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan
Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi I Jakarta
Lingkar Baratsatu Tahun 2018 No. 3 tanggal 4 September 2018. Sampai
dengan saat ini meskipun telah terjadi pelanggaran dan pada POJK 67/2017
tersebut telah dimuat ketentuan mengenai sanksi bagi pihak yang melanggar,
OJK belum memberikan sanksi kepada baik Notaris Pengganti Dina Chozie
yang belum terdaftar di OJK untuk membuat Akta PPEE maupun kepada
Notaris yang digantikan yaitu Fathiah Helmi yang telah mengalihkan
tanggung jawab penugasan di bidang Pasar Modal kepada pihak lain yang
tidak terdaftar di OJK. Hal ini sedikit banyak disadari karena POJK 67/2017
atas persyaratan Notaris Pengganti untuk berkegiatan di Pasar Modal tersebut

menurut penulis kurang sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi yaitu



UUJIN (lex superiori derogat legi inferiori) sehingga tidak dapat
diaplikasikan di masyarakat.

Sebagai pengganti sementara, selain memiliki persyaratan yang sebagian
besar sama, Notaris Pengganti memiliki kewenangan yang sama dan
tanggung jawab hukum yang sama dengan Notaris yang digantikannya.
Kewenangan tersebut terdiri dari kewenangan umum, kewenangan khusus
dan kewenangan yang akan diberikan kemudian berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Tanggung jawab hukum
Notaris Pengganti meliputi pula tanggung jawab secara perdata, pidana,
tanggung jawab berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris.

Pembahasan pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris Pengganti dalam
kegiatan Pasar Modal sangat penting agar para pihak yang berkepentingan
atau stakeholders dapat memahami lebih jauh kedudukan hukum (legal
standing) seorang Notaris Pengganti dalam pembuatan Akta PPEE,
keabsahan Akta yang telah dibuat dan bagaimana bentuk tanggung jawab
Notaris Pengganti yang tidak terdaftar di OJK tersebut untuk membuat Akta
PPEE sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Jabatan Notaris dan
Peraturan dibidang Pasar Modal.

Atas dasar itulah, penulis menyusun penelitian ini, agar berguna bagi
masyarakat yang membutuhkan ilmu pengetahuan untuk melindungi
kepentingan dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan permasalahan hukum
tersebut. Akhirnya penulis memberikan judul dalam penelitian atau karya

tulis ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Hukum
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1)

(Legal Standing) dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Membuat Akta
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (PPEE)”.

Setelah menelusuri kepustakaan pada Universitas Pelita Harapan,
kemudian diketahui bahwa tesis “Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan
Hukum (Legal Standing) dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Membuat
Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (“PPEE”)” sampai saat ini belum
ada. Namun, telah ditemukan penelitian serupa meskipun di dalam penelitian
tersebut tidak terdapat kesamaan baik isi maupun kesimpulan. Penelitian
tersebut dijadikan bahan acuan, adapun penelitian dimaksud adalah:

Bintang Kinayung Ingtyas, Tesis Tahun 2017, dengan judul

“Tinjauan Yuridis Atas Peran Notaris Pengganti Sebagai Profesi

Penunjang Pasar Modal Melalui Peraturan Perundang-undangan

Yang Berlaku”, dengan pembahasan mengenai:

1. Tugas Notaris Pengganti sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

2. Konsekuensi hukum Akta Notaris Pengganti.

Kesimpulan:

1. Keberadaan Notaris Pengganti di Pasar Modal belum diatur secara
tegas dan jelas sehingga secara normatif maka seorang Notaris
Pengganti tidak dapat membuat Ata-akta yang berkaitan dengan
kegiatan Pasar Modal, tetapi pada prakteknya kita dapat menentukan
Notaris Pengganti Pasar Modal, yang mana hal ini terjadi karena

kebutuhan yang mendesak schingga diperbolehkan dengan
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2)

persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun Akta-akta yang

boleh dibuat oleh Notaris Pengganti antara lain:

a. Transakasi dalam pasar sekunder setelah Penawaran Umum,
seperti jual beli saham atau obligasi ataupun instrumen surat
berharga dalam Bursa Efek atau pasar sekunder;

b. Pembuatan Akta pengurus dalam perusahaan terbuka, sekuritas
atau efek.

2. Akibat dari akta yang berkaitan dengan Pasar Modal dapat batal
menjadi hukum jika orang tersebut melanggar kewenangan absolut
mengenai syarat sahnya menjadi Notaris Pengganti Pasar Modal,
yang dapat dilakukan oleh OJK sebagai lembaga yang berwenang
ataupun para pihak yang terkait dalam perjanjian (tetapi semua
kembali pada aturan normatifnya atau cara pandang yang dipilih).

Ruth Paolin Marbun, Tesis Tahun 2017, dengan judul

“Pertanggungjawaban Notaris Pengganti Sebagai Notaris Pasar

Modal Dalam Proses Menjadi Perseroan Terbuka (PT. Tbk)”,

dengan pembahasan mengenai:

1. Notaris Pengganti berdasarkan Pasar Modal.

2. Pertanggungjawaban Notaris Pasar Modal Dalam Proses Go Public.

Kesimpulan:

1. Pengaturan Notaris Pengganti dalam Undang-undang Pasar Modal
hingga saat ini belum ada. Namun secara praktik, kebutuhan akan
hadimya sosok Notaris Pengganti tidak dapat dipungkiri merupakan

hal yang sangat dibutuhkan. Dalam Undang-undang Jabatan Notaris,
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hadirnya Notaris Pengganti merupakan hal yang memang menjadi
sebuah syarat mutlak agar Notaris dapat mengambil masa cuti dari
jabatannya sebagai Notaris. Untuk mengambil jalan keluar akan
adanya kebimbangan mengenai kehadiran Notaris Pengganti dalam
pasar modal, maka OJK mengambil jalan keluar dengan cara,
Notaris Pengganti boleh melakukan fungsi Notaris selaku profesi
penunjang dalam Pasar Modal dalam kurun waktu yang tertentu,
namun sebelum OJK memberikan izin, Notaris Pengganti harus
memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh OJK maupun Undang-
undang Pasar Modal. Izin yang diberikan OJK terhadap Notaris
Pengganti harus dalam keadaan tertentu, yang dimana keadaan
tersebut harus dianggap keadaan yang mendesak.

Dalam hal meminta pertanggungjawaban terhadap Notaris
Pengganti, maka pertanggungjawaban tersebut harus dilakukan pada
saat mana jabatan Notaris Pengganti tersebut masih berlaku. Apabila
masa jabatan Notaris Pengganti telah berakhir, jika suatu Akta yang
dibuatnya menjadi diragukan, maka pemeriksaan hanya diilakukan
terhadap Akta tersebut. Dengan demikian akan diuji keotentikan
Akta tersebut. Dengan pengujian terhadap Akta Otentik itu sendiri,
maka akan terlihat sejauh mana kekuatan Akta Otentik itu sebagai

akta yang merupakan alat bukti yang sempurna.
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3)

Nicky Aldiperkasa, Tesis Tahun 2017, dengan judul “Peran dan

Tanggung Jawab Notaris dan Notaris Pengganti Dalam Rangka

Initial Public Offering (IPO) Berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan Di Indonesia”, dengan pembahasan mengenai:

1. Wewenang dan Kewajiban Notaris dan Notaris Pengganti Dalam
Pembuatan Akta Terkait Proses IPO.

2. Pelanggaran-pelanggaran Yang Dapat Dibuat Oleh Notaris Dan
Notaris Pengganti Dalam Kegiatan IPO Dan Konsekunsi Dari Akta-
akta Yang Dibuatnya.

Kesimpulan:

1.

Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam proses IPO.
Notaris harus mengetahui proses PO secara keseluruhan agar Notaris
mengetahui kapan peran Notaris di perlukan. Menjadi penting
karena peran Notaris menjadi ujung tombak dari dimulainya
pelaksanaan IPO tersebut ketika Rapat Umum Pemegang Saham
menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup
menjadi perusahaan terbuka, dan terlebih ada beberapa persyaratan
yang harus dipenuhi oleh Notaris agar dapat menjalankan fungsi
sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal selaind iangkat sebagai
Notaris sesuai dengan UUJN, juga wajib memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam Peraturan VIL.D.1. Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam No. Kep-37/PM.1996 tanggal 17 Januari 1996
tentang Pendaftaran Notaris yang melakukan kegiatan pasar modal,

yang isinya mewajibkan Notaris tersebut mempunyai keahlian
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dalam bidang pasar modal melalui program yang diselenggarakan
oleh OJK dengan mengikuti Pendidikan Profesi Lanjutan (“PPL”),
sehingga akhirnya dapat mengajukan permohonan STTD ke OJK.
Notaris mempunyai tanggung jawab untuk meneliti dan memeriksa
seluruh dokumen-dokumen yang harus diperiksa sehubungan
dengan proses IPO tersebut antara lain Anggaran Dasar Emiten,
persetujuan dan laproan yang harus dipenuhi Emiten. Selain itu
Notaris juga berwenang membuat perjanjian dan dapat melaporkan
kepada OJK apabila mengetahui adanya informasi yang sifatnya
rahasia tetapi terdapat pelanggaran terhadap peraturan pasar modal
yang dilakukan oleh Emiten.

Wewenang dan Kewajiban Notaris sebagaimana tersebut diatas
seyogyanya berlaku juga di Notaris Pengganti, namun dalam
peraturan perundang-undangan di Pasar Modal belum diatur
mengenai Notaris Pengganti.

Keberadaan Notaris Pengganti dalam pasar modal belumlah diatur
secara tegas dan jelas sehingga secara normatif maka seorang
Notaris Pengganti tidak dapat membuat akta-akta yang berkaitan
dengan kegiatan Pasar Modal, tetapi dalam prakteknya kita dapat
menentukan Notaris Pengganti yang dapat melakukan kegiatan di
Pasar Modal, yang mana hal ini terjadi karena kebutuhan yang
“mendesak” ataupun “khusus” sehingga diperbolehkan dengan

persetuyjuan BAPEPAM-LK. Akibat situasi ini maka akan
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berpengaruh pada syarat, kewenangan dan larangan yang diemban
oleh seorang yang menjadi Notaris Pengganti Pasar Modal.

Dalam kaitannya dengan proses IPO dan Notaris dan Notaris
Pengganti lalai, maka Notaris dan Notaris Pengganti harus
bertanggung jawab berdasarkan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal, Undang-undang Jabatan Notaris, Kode Etik dan juga
berdasarkan KUHPerdata apabila dapat dibuktikan bahwa kelalaian
Notaris dan Notaris Pengganti tersebut dapat mengakibatkan suatu
akta dapat “batal demi hukum” atau “dapat dibatalkan”.

Selain daripada akibat yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku,
kelalaian Notaris dalam menjalankan tugasnya dapat mengakibatkan
Notaris dan Notaris Pengganti dituntut oleh pihak-pihak yang
merasa dirugikan walaupun pada dasarnya Notaris dan Notaris
Pengganti tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap Akta
yang dibuatnya sepanjang Notaris dan Notaris Pengganti telah
memenuhi ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan
perundang-undangan lainnya serta dalam batas kecermatan yang
wajar.

Tanggung jawab dan kewajiban seorang Notaris Pengganti pada
hakikatnya menurut undang-undang yang berlaku adalah sama
seperti Notaris dalam menjalankan jabatannya tersebut berkenaan
dengan tanggung jawabnya untuk mencatatkan dan mememlihara
akta-akta yang dibuatnya dan tidak terkecuali seorang Notaris

Pengganti juga bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya,
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4)

sehingga apabila Notaris Pengganti tersebut lalai dalam
melaksanakan kewajibannya dapat dimintai pertanggung jawaban
sebagaimana diatur oleh undang-undang.
Menurut Penulis, seorang Notaris Pengganti belumlah dapat
dianggap kredibel untuk membuat akta di dalam Pasar Modal,
dikarenakan seorang Notaris Pengganti itu adalah bukan Notaris, ia
hanya bertugas menggantikan posisi Notaris yang sedang
berhalangan baik karena cuti, ataupun hal lain dan seorang Notaris
Pengganti seperti yang telah disebutkan datas hanyalah karyawan
dari Kantor Notaris, lulusan S-1 (strata satu) Sarjana Hukum dan
dengan berpengalaman kerja di Kantor Notaris minimual 2 (dua)
tahun.

Sarahdita, Tesis Tahun 2017, dengan judul “Kewenangan Notaris

Pengganti Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Hukum Pasar

Modal Indonesia”, dengan pembahasan mengenai:

1. Kewenangan Notaris Pengganti Dalam Pasar Modal.

2. Kekuatan Akta Otentik Yang Dibuat Notaris Pengganti Pasa Modal

3. Tanggung Jawab Tak Terbatas Notaris Pengganti Dalam Pasar

Modal.
Kesimpulan:

1. Notaris Pengganti dapat memiliki kewenangan dalam melakukan
kegiatan di Pasar Modal dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Cuti yang dilakukan oleh Notaris Pasar Modal yang sudah

memiliki STTD dari OJK diajukan kepada Majelis Pengawas
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yang tingkatannya sesuai dengan masa cuti yang akan diambil
Notaris Peasar Modal dan menujuk Notaris Pengganti
berdasarkan UUJN Pasal 25 jo Pasal 26 jo Pasal 27 jo Pasal 28
jo Pasal 29 jo Pasal 30 jo Pasal 31 jo Pasal 32;

. Setelah pengajuan cuti diterima, kemudian Notaris Penggati
tersebut diangkat oleh Majelis Pengawas sebagai instansi yang
ditunjuk olwh Menteri Hukum dan HAM dengan melakukan
sumpah jabatan yang diatuangkan dalam berita acara sumpah
jabatan dan mendapatkan surat pengangkatan sebagai Notaris
Pengganti, berdasrakan UUJN Pasal 33;

. Notaris Pengganti setelah melakukakn sumpah jabatan Notaris
maka melekat ketentuan Notaris sebagai pejabat umum yang
dapat membuat Akta Otentik dan melakukan kewajiban,
kewenangan serta larangan sesuai ketentuan UUJN dan Kode
Etik dalam melaksanakan jabatannya hingga masa jabatannya
selesai sesual masa cuti yang diambil Notaris Pasar Modal,
berdasarkan UUJN Pasal 4 jo Pasal 15 jo Pasal 16 jo Pasal 17
dan Kode Etik Notaris.

. Notaris Pengganti mengajukan permohonan pendaftaran Notaris
sebagai profesi penunjang pasar modal ke OJK dengan
menggunakan Formulir Nomor VIII.D.1-1 dan menyertakan
surat pengangkatan, berita acara sumpah jabatan, dokumen-

dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan Surat Keputusan
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Ketua Bapepam No. Kep-37/PM/1996, berdasarkan Pasal 64
UUPM jo Pasal 56 PP PM dan Pasal 57 PP PM;

e. Seteleh OJK menerima permohonan pendaftaran Notaris
Pengganti sebagai profesi penunjang Pasar Modal dan
menerbitkan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang
Pasar Modal sementara sesuai dengan nama pemohon Notaris,
maka Notaris Pengganti memiliki kewenangan untuk melakukan

kegiatan di Pasar Modal.

Setelah menerima kewenangan, maka timbul kewajiban dan
larangan Notaris Pengganti sebagai profesi penunjang Pasar Modal,

yaitu:

1) Membuat Akta Otentik yang baik dan benar serta bermutu sesuai
bentuk dan tata cara yang diatur dalam hukum pasar modal dan
hukum kenotariatan;

2) Membuat Laporan Kegiatan ke OJK tepat waktu sesuai UUPM,;

3) Mengikuti pendidikan profesi Pasar Modal.

Kekuatan Akta Otentik yang dibuat Notaris Pengganti dalam

kegiatan di Pasar Modal memiliki kekuatan yang sempurna, dengan

Syarat:

1) Akta sudah sesuai dengan bentuk dan tata cara yang diatur daam
hukum pasar modal dan hukum kenotariatan;

2) Notaris Pengganti berwenang sebagai pejabat umum untuk
membuat Akta dalam kegiatan di Pasar Modal oleh UUJN dan

UUPM, yaitu memiliki STTD sementara;
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3) Notaris Pengganti mempunyai tempat kedudukannya
menggantikan Notaris di Kabupaten atau Kota dan wilayah
jabatan meliputi provinsi dari tempat kedudukannya, dalam
artian akta yang dibuat sesuai dengan wilayah kedudukan
Notaris Pengganti.

3. Tanggung jawab Notaris Pengganti dalam kegiatan Pasar Modal
tidak berbatas waktu, sesuai dengan Pasal 65 UUJN bahwa Notaris
Pengganti bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya,
meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada
pihak penyimpan protokol Notaris.

Hal ini tidak diperlukan karena Akta Otentik memiliki kekuatan

pembuktian yang sempurna. Penyimpanan Protokol Notaris oleh

Notaris pemegang protokol merupakan jaminan agar unsur yuridis

suatu Akta Notaris tetap ada selamanya. Adapun daluwarsa terhadap

penagihan atau tuntutan hukum lewatnya waktu 30 tahun dapat
diberikan sesuai Pasal 1967 KUHPerdata.

Dalam hal jenis tanggung jawab terbagi menjadi:

1). Tanggung jawab administrasi, dapat dikenakan: peringatan
tertulis, pembatalan pendaftaran, pemberhentian sementara,
pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak hormat,
denda administrasi Rp. 100.000,- per hari dari keterlambatan
memberikan Laporan Kegiatan berupa Daftar Akta ke OJK dan
maksimum ottal denda sebesar Rp. 100.000.000,- serta dapat

diumumkan dalam media massa, berdasarkan Pasal 85 UUPM jo
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2).

2],

Pasal 61 PP PM jo Pasal 62 PP PM jo Pasal 63 huruf h PP PM jo
Pasal 58 UUJN jo Pasal 59 UUJN jo Pasal 65A UUJN;
Tanggung jawab pidana, dapat dikenakan pidana penjara
maksimum 5 tahun dan sanksi denda maksimum sebesar Rp. 5
Milyar berdasarkan Pasal 64 jo Pasal 65 jo Pasal 103 ayat (1)
UUPM.
Tanggung jawab perdata, dapat dituntut penggantian biaya, ganti
rugi dan bunga, berdasrakan:
Pasal 16 ayat (1) huruf m jo ayat (7) jo ayat (8)jo ayat (9) jo
ayat (10) UUJN, yaitu Notaris tidak membacakan Akta
dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2
(dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk
pembuatan Akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani
pada saat itu juga oleh Penghadap, saksi dan Notaris namun
pembacaan Akta tidak wajib dilakukan jika penghadap
menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap
telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya,
dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam
penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf
oleh penghadap, saksi dan Notaris. Ketentuan ini
dikecualikan terhadap pembacaan kepada Akta, komparisi,
penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup

Akta dan tidak berlaku untuk pembuatan Akta Wasiat.
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b)

d)

1)

Pasal 38 jo Pasal 39 jo Pasal 40 jo Pasal 41 UUJN yaitu
pelanggaran atas bentuk akta, persyaratan penghadap dan
persyaratan saksi.

Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 UUJN yaitu
tidak ditandatanganinya Akta, dilakukannya perubahan Akta
tanpa paraf atau tanda pengesahan, tidak atau salahnya renvoi.
Pasal 80 UUPM jo Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, yaitu
memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan
pembuatan Akta dan menimbulkan kerugian akibat
misleading. Dapat dituntut baik secara sendiri maupun
bersama-sama (pertanggunjawaban khusus).

Pasal 81 UUPM menimbulkan kerugian

(pertanggungjawaban umum).

Sedangkan konsekuensi hukum dari akta-akta yang berkenaan
dengan pasar modal yang telah dibuat oleh Notaris Pengganti,

yaitu:

Akta Notariil Dapat Dibatalkan.
Suatu akta dapat dibatalkan jika unsur subyektif dalam akta
tersebut tidak terpenuhi, dalam hal Akta Pasar Modal yang
dibuat Notaris Pengganti yaitu:
a) Kesepakatan para pihak.
Jika ternyata isi akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti
tidak sesuai dengan yang disepakati, maka para
penghadap dapat melakukan pembatalan.
b)  Kecapakan bertindak, jika ternyata para penghadap tidak

memenuhi persyaratan untuk melakukan tindakan dalam
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kedudukannya, maka para pihak dapat melakukan

pembatalan.

Jika para pihak melakukan pengajuan pembatalan ke
Pengadilan dan terjadi pembatalan oleh hakim, maka
keadaannya sama dengan batal demi hukum, yaitu akta

dianggap tidak pernah ada.

2)  Akta Notariil Yang Mempunyai Kekuataan Pembuktian
Sebagai Akta Di Bawah Tangan

UUJNP mengatur sanksi akta yang dibuat oleh Notaris

Pengganti yang mempunyai pembuktian sebagai akta

dibawah tangan jika melanggar ketentuan dalam:

a)

Notaris tidak membacakan Akta dihadapan penghadap
dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi,
atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan
Akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada
saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris namun
pembacaan Akta tidak wajib dilakukan jika penghadap
menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena
penghadap telah membaca sendiri, mengethaui dan
memahami isisnya dengan ketentuan bahwa hal tersebut
dinatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman
Minuta Akta diparah oleh penghadap, saksi dan Notaris.
Ketentuan ini dikecualikan terhadap pembacaan kepada

Akta, komparisi, penjelasan pokok, Akta secara singkat
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3)

b)

dan jelas serta pnutup Akta, dan tidak berlaku untuk
pembuatan Akta Wasiat. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1)
huruf m jo ayat (7) jo ayat (8) jo ayat (9) jo ayat (10)
UUIJN.
Pelaggaran atas bentuk akta, persyaratan penghadap dan
persyaratan saksi, yang diatur dalam Pasal 38 jo Pasal 39
Jjo Pasal 40 jo Pasal 41 UUJN.
Tidak ditandatanganinya Akta, dilakukannya perubahan
Akta tanpa paraf atas tanda pengesahan, tidak atau
salahnya renvoi, seperti yang diatur dalam Pasal 44, Pasal

48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 UUJN.

Akta Notariil Batal Demi Hukum
Meskipun UUJ tidak mengatur sanksi atas akta yang batal

demi hukum, namun Akta Pasar Modal yang dibuat oleh

Notaris Pengganti, dapat berakibat batal demi hukum,

apabila:

2)

b)

Diputuskan oleh OJK selaku otoritas dalam pasar modal,
apabila Notaris Pengganti tidak terdaftar sebgaai Profesi
Penunjang Pasar Modal karena tidak mendaftar dan
tidak memiliki STTD sehingga bukan sebagai profesi
atau pejabat umum yang dianggap berwenang membuat
Akta Pasar Modal, sesuai Pasal 64 jo Pasal 65 UUPM jo
Pasal 56 PP PM jo Pasal 57 PP PM.

Diputuskan oleh hakim jika para pihak melakukan

pembatalan melalui pengadilan, misalnya Akta dibuat
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)

seluruhnya dalam Bahasa Inggris tanpa Bahasa
Indonesia sehingga bertentangan dengan Pasal 43
UUJN.
Setiawan Wijaya, Tesis Tahun 2019, dengan judul “Legalitas Akta
Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Pengganti Sebagai Profesi Pen
unjang Dalam Pasar Modal”, dengan pembahasan mengenai:
1. Peran Notaris dan Notaris Pengganti dalam kaitannya sebagai salah
satu profesi penunjang dalam Pasar Modal.
2. Legalitas Akta yang dibuat di hadapan Notaris Pengganti sebagai

salah satu profesi penunjang dalam Pasar Modal.
Kesimpulan:

1. Profesi Notaris memiliki peran penting dalam profesi penunjang
Pasar Modla. Notaris diberikan kewenangan untuk membuat dan
mengesahkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
perusahaan yang merencanakan untuk melakukan Initial Public
Offering (IPO). Kewenangan Notaris terhadap Perseroan Terbatas
yang akan melakukan IPO sebagai berikut:

a. Kewenangan membuat akta dan memeriksa kebenaran
pelaksanaan RUPS dan Perubahan Anggaran Dasar.
b. Kewenangan membuat akta perjanjian.

¢. Kewenangan melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.
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Selain kewenangan-kewenangan diatas Notaris juga memiliki
kewajiban dalam memeriksa dokumen-dokumen perusahaan yang

akan melakukan IPO di Pasar Modal yaitu:

a. Akta pendirian dan Anggaran Dasar perusahaan.
b. Dokumen perubahan Anggaran Dasar.
¢. Permodalan saham.
d. Persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana.
e. Pembuatan akta-akta.:
1)  Perubahan Anggaran Dasar Emiten.
2)  Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
3)  Perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
4)  Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

5)  Perubahan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Dalam menjalankan kewajiban dan kewenangannya Notaris
memiliki hak cuti yang diatur dalam Pasal 25 UUJIN, yang kemudian
harus menunjuk Notaris Pengganti. Peran Notaris Pengganti tersebut
dibutuhkan untuk melanjutkan kewenangan Notaris yang menunjuk
dalam menjalankan tugas sebagai salah satu profesi pnunjang pasar
modal. Notaris Pengganti yang ditunjuk harus memenuhi syarat yang
diatur  dalam  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
67/POJK.04/2017 tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di

Pasar Modal.
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Sebelum adanya POJK dimana masih diatur oleh Bapepam-LK,
mengenai para profesi penunjang pasar modal terutama Notaris
dalam membuat Akta Otentik yang berkaitan dengan Pasar Modal.
Apabila seorang Notaris pasar modal berhalangan atau cuti dalam
melaksanakan jabatannya sebagai profesi penunjang pasar modal,
Notaris tersebut diharuskan untuk menujuk seorang Notaris
Pengganti, sehingga timbul keraguan mengenai legalitas akta yang
dibuat oleh Notaris Pengganti, karena jika dilihat dari persyaratan
untuk menjadi seorang Notaris Pengganti dalam UUJN bukanlah
seorang Notaris dan tidak terdaftar maupun tidak mengikuti pelatihan
untuk mendapatkan Surat Tanda Terdaftar. Namun yang menjadi
pembeda dengan Pasal UUJN adalah dalam pengaturan Notaris
Pengganti pasar modal yang diatur oleh POJK Pasal 3 dimana Notaris
Pengganti pasar modal harus memenuhi persyaratan yang berlaku
dan memiliki keahlian dibidang Pasar Modal yang dapat dipenuhi

melalui program Pendidikan Profesi di Bidang Pasar Modal.

Bagi para pelaku pasar modal, legalitas suatu akta sangatlah penting
bagi para pihak, sehingga dibutuhkan adanya regulasi yang jelas
dalam memberikan kewenangan kepada notaris maupun notaris
pengganti dalam pasar modal. Berdasarkan hasil dari penelitian dari
bab-bab sebelumnya, sehingga dapat diambil kesimpulan secara
menyeluruh bahwa akta yang dibuat oleh notaris pengganti pasar

modal memiliki keabsahan dan merupakan akta otentik, karena
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melihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 67/POJK.04/2017
tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal Pasal 32.
Selain persyaratan yang harus dipenuhi oleh notaris pasar modal
tersebut, notaris pengganti pasar modal juga memiliki kewenangan
dan kewajiban yang sama dengan notaris pasar modal, sehingga
peran notaris pengganti juga penting adanya selain memilfki
keabsahan yang sama dalam pembuatan akta, notaris pengganti juga
bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Dengan demikian
apabila akta yang telah dibuat oleh notaris pengganti apasarmodal
terdapat cacat hukum dikemudian hari, bukanlah menjadi tanggng
jawab notaris pasar modal yang menujuknya tetapi menjadi tanggung
jawab penuh notaris pengganti pasar modal yang telah ditunjuk
tersebut karena dilimpahkan kewenangannya. Oleh karena itu
kegiatan dalam pasarmodal dapat terus berlangsung dan para pelaku
pasar modal juga mendapatkan kepastian hukum karena akta yang
dibuat oleh notaris pengganti pasar modal adalah sah.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan yang diuraikan dalam latar belakang, dapat
ditarik dua permasalahan hukum sebagai berikut:
1. Bagaimana kedudukan hukum (legal standing) Notaris Pengganti untuk
Membuat Akta PPEE?
2. Bagaimana Keabsahan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam

Pembuatan Akta PPEE?
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1:3.1

L3.2

Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan
pengetahuan kepada masyarakat terkait seluk beluk Pasar Modal
dalam kaitannya dengan kewenangan Notaris dan Notaris Pengganti
selaku Profesi Penunjang Pasar Modal.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan
menganalisis secara mendalam mengenai tinjauan yuridis atas
kedudukan hukum (legal standing) dan tanggung jawab Notaris
Pengganti Dalam Pembuatan Akta PPEE dikaitkan dengan
ketentuan POJK No. 67/2017.

Manfaat Penelitian

Penelitan ini diharapkan mampu menjawab permasalahan
hukum yang dihadapi dengan memberikan gambaran umum bahwa
Notaris Pengganti tetap dapat melakukan kegiatan di Pasar Modal
tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, mengingat tujuan diangkatnya Notaris Pengganti adalah
untuk menghindari kekosongan hukum jika Notaris selaku Profesi
Penunjang Pasar Modal sedang berhalangan melaksanakan tugas

jabatannya.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami penulisan hukum ini, baik bagi penulis

dalam melakukan penulisannya maupun bagi pembacanya, maka penulis
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menyusun pembahasannya yang terbagi dalam 5 (lima) Bab. Setiap Bab
terbagi lagi dalam beberapa sub bab yang lebih kecil, yaitu sebagai berikut:
Bab 1. Pendahuluan

Dalam Bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan
Masalah, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab 2. Tinjauan Pustaka

Dalam Bab ini diuraikan mengenai Landasan Teori dan Landasan
Konseptual.

Bab 3. Metode Penelitian

Dalam Bab ini diuraikan mengenai Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara
Perolehan Data, Pendekatan Yang Digunakan, dan Analisis Hukum.

Bab 4. Analisis dan Pembahasan

Dalam Bab ini menguraikan kedua permasalahan hukum yang dihadapi yaitu
mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Notaris Pengganti Membuat
Akta PPEE serta Keabsahan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam
Pembuatan Akta PPEE.

Bab 5. Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas permasalahan-permasalahan
hukum yang telah dibahas dalam penelitian ini sebagai suatu legal problem

solving.
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